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ABSTRAK

DEWI RISMA DWI UMAYANTI, Penafsiran Hukum Terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXI11/2024 Tentang
Tabungan Perumahan Rakyat.

Dosen Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Pemenuhan hak atas perumahan yang layak merupakan bagian dari hak
konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
(Tapera) dibentuk sebagai instrumen pembiayaan perumahan melalui
penghimpunan dana masyarakat. Namun, pengaturan mengenai kepesertaan
wajib, pembayaran simpanan, komposisi Komite Tapera, dan sanksi
administratif memunculkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan
perlindungan hak konstitusional dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan
menganalisis penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi
(MK) dalam Putusan Nomor 96/PUU-XX11/2024 serta mengkaji implikasi
hukumnya berdasarkan perspektif kepastian hukum, keadilan, dan
kemanfaatan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan
konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas UUD
1945, UU Tapera, serta Putusan MK Nomor 96/PUU-XXI11/2024. Bahan
hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur, buku, jurnal ilmiah, dan
doktrin hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara preskriptif melalui
penelaahan norma hukum, teori penafsiran, dan ratio decidendi putusan MK
untuk memperoleh argumentasi yuridis yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK menggunakan penafsiran
holistik tematis-sistematis dengan memandang norma Tapera sebagai satu
kesatuan sistem hukum, kemudian mengabulkan permohonan Pemohon
untuk seluruhnya melalui putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally
unconstitutional) disertai perintah penyempurnaan pengaturan dalam jangka
waktu tertentu. Penelitian ini berpendapat bahwa penafsiran yang lebih ideal
lalah penafsiran ekstensif teleologis karena lebih berorientasi pada tujuan
pembentukan norma, proporsionalitas pembebanan kewajiban, dan
perlindungan hak konstitusional. Implikasi hukum putusan tersebut berupa
penguatan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum melalui
penyesuaian regulasi serta penyempurnaan tata kelola Program Tapera.
Kata Kunci: Penafsiran Hukum, Mahkamah Konstitusi, Tapera, Holistik
Tematis-Sistematis, Ekstensif Teleologis.
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ABSTRACT

DEWI RISMA DWI UMAYANTI, Legal Interpretation of the
Constitutional Court Decision Number 96/PUU-XX11/2024 Regarding
People's Housing Savings.

Supervisor Professor: Ayon Diniyanto, M.H.

The fulfillment of the right to adequate housing is part of the
constitutional rights of citizens guarantyd in the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia. Law Number 4 of 2016 concerning People's Housing
Savings (Tapera) was established as an instrument for housing financing thru
the collection of public funds. However, the regulations regarding mandatory
participation, deposit payments, the composition of the Tapera Committee,
and administrative sanctions have sparked debates about their alignment
with the protection of constitutional rights and social justice. This research
aims to analyze the legal interpretation used by the Constitutional Court
(MK) in Decision Number 96/PUU-XXI1/2024 and examine its legal
implications from the perspectives of legal certainty, justice, and legal utility.

This research is a normative legal study using the legislative approach,
conceptual approach, and case approach. Primary legal materials consist of
the 1945 Constitution, the Tapera Law, and the MK Decision Number
96/PUU-XXI1/2024. Secondary legal materials are obtained from various
literature, books, scientific journals, and relevant legal doctrines. The
analysis was conducted prescriptively thru the examination of legal norms,
interpretative theories, and the ratio decidendi of the MK’s decisions to
obtain comprehensive legal arguments.

The research results show that the MK uses a holistic thematic-
systematic interpretation by viewing the Tapera norm as a unified legal
system, then granting the Applicant's request in its entirety thru a
conditionally unconstitutional decision accompanied by an order to refine
the regulation within a certain period. This research argues that the more
ideal interpretation is an extensive teleological interpretation because it is
more oriented toward the purpose of norm formation, the proportionality of
obligation burdens, and the protection of constitutional rights. The legal
implications of the decision include strengthening legal certainty, justice,
and the utility of the law thru regulatory adjustments and the improvement
of the Tapera Program governance.

Keywords: Legal Interpretation, Constitutional Court, Tapera, Holistic
Thematic-Systematic, Extensive Teleological.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pelaksana kekuasaan
kehakiman yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 untuk menjaga supremasi
konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK)
memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945,
menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus
pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum,
serta memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Melalui kewenangan tersebut, MK
berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) yang
memastikan setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan tetap
sejalan dengan prinsip konstitusional serta perlindungan hak warga negara.t

Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan
dasar manusia yang dijamin oleh negara. Dalam konsep negara kesejahteraan
(welfare state), pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan
setiap warga negara memiliki kesempatan memperoleh hunian yang layak
dan terjangkau. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin,
termasuk hak bertempat tinggal dan memperoleh lingkungan hidup yang
baik dan sehat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki
kewajiban konstitusional untuk merumuskan kebijakan yang mendukung
pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat.

Sebagai upaya mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah membentuk
program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. Program ini merupakan mekanisme
penghimpunan dana jangka panjang dari tabungan peserta yang dikelola oleh
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk
mendukung pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat
berpenghasilan rendah. Secara normatif, kebijakan ini dipandang sebagai
instrumen kebijakan publik untuk memperluas kesempatan masyarakat
memiliki rumah dan mewujudkan keadilan sosial.

1 Anila Robbani. “Mahkamah Konstitusi Dalam Kontruksi Lembaga Peradilan
Indonesia.” Demokrasi 2, no. 2 (2023): 138-147.



Namun dalam praktiknya, program Tapera menimbulkan perdebatan di
masyarakat, terutama terkait kewajiban kepesertaan bagi pekerja dan
kewajiban pembayaran iuran. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi
menambah beban ekonomi pekerja, khususnya bagi mereka yang telah
memiliki rumah atau berada dalam kondisi ekonomi tidak stabil.? Selain itu,
kewajiban tersebut juga menimbulkan persoalan dari perspektif
perlindungan hak ekonomi warga negara serta asas keadilan hukum,
khususnya bagi pekerja mandiri yang memiliki penghasilan tidak tetap.®

Perdebatan tersebut kemudian mendorong diajukannya permohonan
pengujian undang-undang (judicial review) terhadap UU Tapera ke
Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut menguji tujuh pasal, yaitu Pasal
7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 54
ayat (1), serta Pasal 72 ayat (1), yang berkaitan dengan kepesertaan,
kewajiban iuran, dan penyelenggaraan Tapera. Para pemohon mendalilkan
bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I
ayat (2), dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

Permohonan tersebut kemudian diperiksa dan diputus dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXI11/2024. Dalam amar putusannya,
Mahkamah menyatakan bahwa UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera
bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally
unconstitutional) sepanjang tidak dilakukan penataan ulang sebagaimana
amanat Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman. Mahkamah memerintahkan pembentuk undang-
undang untuk melakukan penataan ulang terhadap pengaturan Tapera dalam
jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan, sementara
undang-undang tersebut tetap dinyatakan berlaku selama proses penataan
ulang tersebut.

Meskipun demikian, putusan tersebut menimbulkan persoalan yuridis
yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Amar putusan Mahkamah Konstitusi
yang menyatakan inkonstitusional bersyarat memerlukan penafsiran lebih
lanjut terkait batasan normatif mengenai kepesertaan Tapera, khususnya

2 Ahmad Kamaruddina. “Analisis Normatif Dan Implementatif Tabungan
Perumahan Rakyat (TAPERA) Dalam Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah.” AL-MUNTAQA:
Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab 1, no. 3 (2025): 835-857.

3 Muchammad Solehudin, “Analisis Yuridis Terhadap Pekerja Mandiri Terkait
Dengan Tabungan Perumahan Rakyat” 3 (2025): 633-39.



3
mengenai pihak-pihak yang wajib atau tidak wajib menjadi peserta. Kondisi
ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam implementasinya,
baik bagi pembentuk undang-undang maupun lembaga yang bertanggung
jawab dalam penyelenggaraan program Tapera. Analisis terhadap putusan
ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan
Tapera tidak hanya berjalan sesuai dengan bunyi amar putusan, tetapi juga
benar-benar selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan,
serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dalam
praktik penyelenggaraan program tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yuridis normatif yang
secara kritis menganalisis Penalaran dan penafsiran hukum yang diterapkan
olen Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXI1/2024,
Khususnya terkait kesesuaian antara amar putusan dan pertimbangan hukum
serta akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap keberlakuan norma
kewajiban kepesertaan Tapera Kajian ini menjadi krusial untuk membangun
pemahaman yang lebih menyelurun mengenai batasan penafsiran hukum
yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi guna menjamin
terpeliharanya prinsip supremasi konstitusi. dan kepastian hukum. Oleh
karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian
skripsi yang berjudul “PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-XXI11/2024
TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi terhadap
norma kewajiban kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XX11/2024?

2. Bagaimana akibat hukum dari penafsiran hukum Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-
XX11/12024?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap norma
kewajiban kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XX11/2024.

2. Menjelaskan akibat hukum dari penafsiran hukum Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-
XX11/12024.



D.

Kegunaan Penelitian

1.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam
bidang Hukum Tata Negara, terutama yang berkaitan dengan teori
penafsiran hukum konstitusional dan praktik penemuan hukum
oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui penelitian mengenai
Penafsiran Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 96/PUU-XXI11/2024 ini, pembaca dapat memperoleh
pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola penafsiran yang
digunakan oleh hakim konstitusi dalam memutus perkara
pengujian undang-undang, termasuk alasan yuridis yang
melatarbelakangi lahirnya putusan tersebut.
Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis
sebagai bahan rujukan dan acuan akademik dalam memahami
penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor
96/PUU-XXI11/2024, Khususnya terkait pengujian
konstitusionalitas kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat. Hasil
penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman
praktis mengenai cara Mahkamah Konstitusi menafsirkan norma
undang-undang serta akibat hukum yang ditimbulkannya,
sehingga dapat menjadi referensi dalam kajian hukum tata negara,
diskursus akademik, maupun analisis hukum lanjutan yang
berkaitan dengan judicial review.

E. Kerangka Teoritik dan Konsep
1.

Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum merupakan kegiatan intelektual yang
dilakukan untuk menemukan makna dari suatu norma hukum agar
dapat diterapkan secara tepat dalam menyelesaikan persoalan nyata
di masyarakat. Proses ini tidak hanya sebatas membaca teks aturan
secara harfiah, tetapi juga melibatkan pemahaman terhadap latar
belakang pembentukan norma, tujuan yang ingin dicapai oleh
pembentuk undang-undang, serta nilai-nilai yang terkandung di
dalamnya. Dengan demikian, penafsiran hukum berfungsi untuk
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menghubungkan antara teks hukum yang tertulis dengan dinamika
realitas sosial yang terus berkembang.

penafsiran hukum merupakan proses yang tidak dapat
dilepaskan dari upaya hakim dalam menemukan makna hukum
yang hidup di dalam masyarakat. Dalam pandangannya, hukum
tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai kumpulan aturan
yang kaku, melainkan harus dilihat sebagai sarana untuk
mewujudkan keadilan bagi manusia. Oleh karena itu, penafsiran
hukum tidak hanya berorientasi pada teks normatif, tetapi juga
mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, serta kondisi
sosial yang berkembang di masyarakat.

Dalam proses penafsiran hukum terdapat beberapa unsur
penting yang saling berkaitan, yaitu adanya norma hukum yang
ditafsirkan, subjek penafsir yang dalam konteks peradilan adalah
hakim, metode atau pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan
norma, serta tujuan penafsiran yang diarahkan untuk menemukan
makna hukum yang sesuai dengan nilai keadilan dan kepastian
hukum. Keempat unsur tersebut menunjukkan bahwa penafsiran
hukum bukan sekadar kegiatan membaca teks undang-undang,
melainkan proses penalaran hukum yang melibatkan analisis
terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Dalam ilmu hukum terdapat beberapa metode penafsiran yang
dapat digunakan oleh hakim, antara lain penafsiran gramatikal,
sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal berfokus pada arti
kata atau bahasa dalam ketentuan hukum, penafsiran sistematis
memahami norma dengan melihat keterkaitannya dengan aturan
lain dalam suatu sistem hukum, sedangkan penafsiran teleologis
menitikberatkan pada tujuan atau maksud pembentukan norma
(ratio legis). Melalui penerapan metode-metode tersebut, hakim
diharapkan mampu menemukan makna hukum secara lebih
komprehensif sehingga penerapan hukum tidak hanya bersifat
formal, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan.

Dalam praktik pengujian undang-undang terhadap konstitusi,
penafsiran hukum memiliki peranan penting bagi Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang
menilai konstitusionalitas suatu norma. Selain menggunakan



metode penafsiran klasik, Mahkamah Konstitusi juga menerapkan
berbagai pendekatan penafsiran konstitusi, seperti pendekatan
tekstual, historis, sistematis, teleologis atau sosiologis, komparatif,
doktrinal, original intent, serta pendekatan prudensial atau yudisial.
Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk membangun
argumentasi hukum yang komprehensif dalam putusan Mahkamah
Konstitusi.

Penerapan pendekatan tersebut dalam praktik peradilan
konstitusi dapat menghasilkan bentuk amar putusan tertentu, seperti
putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional)
maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional).
Dalam bentuk putusan ini, Mahkamah tidak secara langsung
membatalkan norma undang-undang, melainkan memberikan
syarat tertentu agar norma tersebut tetap sejalan dengan konstitusi.
Pendekatan ini penting untuk dianalisis guna memahami pola
penalaran hukum Mahkamah Konstitusi dalam membangun
pertimbangan hukumnya, termasuk dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 96/PUU-XXI11/2024 yang menjadi objek kajian
dalam penelitian ini. Melalui analisis terhadap penafsiran hukum
yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut,
penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana hakim konstitusi
membangun  argumentasi  hukum  dalam  menentukan
konstitusionalitas norma yang berkaitan dengan penyelenggaraan
program Tabungan Perumahan Rakyat.*

Penerapan pendekatan tersebut dalam praktik peradilan
konstitusi dapat menghasilkan bentuk amar putusan tertentu, seperti
putusan Kkonstitusional bersyarat (conditionally constitutional)
maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional).
Dalam bentuk putusan ini, Mahkamah tidak secara langsung
membatalkan norma undang-undang, melainkan memberikan
syarat tertentu agar norma tersebut tetap sejalan dengan konstitusi.
Pendekatan ini penting untuk dianalisis guna memahami pola
penalaran hukum Mahkamah Konstitusi dalam membangun

4 Dodi Haryono, Fakultas Hukum, and Universitas Riau, “Metode Tafsir Putusan
Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja,”
Konstitusi 18, no. 4 (2021).
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pertimbangan hukumnya, termasuk dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 96/PUU-XXI11/2024 yang menjadi objek kajian
dalam penelitian ini. Melalui analisis terhadap penafsiran hukum
yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut,
penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana hakim konstitusi
membangun  argumentasi  hukum  dalam  menentukan
konstitusionalitas norma yang berkaitan dengan penyelenggaraan
program Tabungan Perumahan Rakyat.

Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan konsekuensi yuridis yang timbul
karena adanya suatu peristiwa hukum, tindakan hukum, atau
berlakunya suatu norma hukum. Menurut R. Soeroso, akibat hukum
adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum yang
dapat melahirkan, mengubah, atau menghapuskan hubungan
hukum serta hak dan kewajiban para subjek hukum. Dengan
demikian, akibat hukum menunjukkan adanya perubahan terhadap
keadaan hukum seseorang atau badan hukum sebagai konsekuensi
dari berlakunya ketentuan hukum tertentu. Dalam praktiknya,
akibat hukum dapat berupa lahirnya hak dan kewajiban baru,
berubahnya hubungan hukum, maupun berakhirnya hubungan
hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan
Konsep Negara Kesejahteraan

Konsep negara kesejahteraan (welfare state) merupakan suatu
konsep yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung
jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui berbagai
kebijakan sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam konsep ini, negara
tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi
juga berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan dasar warga
negara, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial,
dan perumahan yang layak. Oleh karena itu, negara kesejahteraan
menekankan adanya keterlibatan negara dalam mewujudkan
keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara
merata.



4.  Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi
Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan hasil
pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi
dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah
Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat (final and binding),
sehingga sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,
putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan
berlaku bagi semua pihak (erga omnes). Selain berfungsi
menyelesaikan sengketa konstitusional, putusan Mahkamah
Konstitusi juga berperan sebagai sarana penafsiran konstitusi
karena melalui pertimbangan hukumnya Mahkamah memberikan
makna terhadap norma yang diuji agar selaras dengan nilai-nilai
konstitusi. °
5.  Konsep Pengujian Perundang-undangan
Pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review) merupakan
mekanisme hukum yang digunakan untuk menilai kesesuaian suatu
peraturan perundang-undangan dengan norma hukum yang lebih
tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia, pengujian undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengujian
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang menjadi kewenangan Mahkamah  Agung.
Mekanisme ini bertujuan menjaga supremasi konstitusi, menjamin
kepastian hukum, serta melindungi hak-hak konstitusional warga
negara. °
6. Konsep Tabungan Perumahan Rakyat
Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) merupakan program
yang dibentuk oleh negara untuk menghimpun dan mengelola dana

® Antoni Putra, Pusat Studi, and Kebijakan Indonesia, “Sifat Final Dan Mengikat
Putusan Mahkamah KOnstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang” 14, no. 3 (2022):
291-311, https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425.
DOI: https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425

® Bentuk Putusan, Mahkamah Konstitusi, and Yang Bersifat, “Bentuk Putusan
Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat ( Suatu Kajian Filosofis” 3, no.
2 (2024). DOI: https://doi.org/10.29303/diskresi.v3i2.6025
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masyarakat guna mendukung pembiayaan perumahan yang layak
dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kehadiran TAPERA merupakan wujud tanggung jawab negara
dalam memenuhi hak atas perumahan sebagai bagian dari hak
kesejahteraan warga negara yang dijamin oleh konstitusi.
F. Penelitian yang Relevan
Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat diketahui
bahwa terdapat beragam penelitian sebelumnya yang relevan dan saling
berkaitan, yang bersumber dari berbagai karya ilmiah seperti skripsi, artikel
Meskipun masing-masing penelitian tersebut
mengangkat sudut pandang, objek kajian, dan fokus analisis yang berbeda,
keseluruhannya memiliki irisan tema dan kontribusi konseptual yang
mendukung penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian-penelitian tersebut
dapat dikategorikan sebagai penelitian relevan yang menjadi landasan
teoretis dan empiris dalam memperkuat serta memposisikan penelitian ini
dalam peta keilmuan yang ada.

jurnal,

maupun tesis.

Tabel 1.1

Penelitian yang Relevan

NG Judul Metode dan Hasil Persamaan dan
' Penelitian Penelitian Perbedaan
1. | Politik Hukum | Penelitian ini | Persamaan :
Undang- menggunakan Kedua penelitian tersebut
Undang Nomor | pendekatan  peraturan | sama-sama ditempatkan
4 Tahun 2016 | perundang-undangan dalam kerangka
Tentang dan konseptual untuk | penelitian hukum
Tabungan menganalisis norma | normatif, dengan
Perumahan serta doktrin  dalam | menjadikan hukum
Rakyat Undang-Undang Nomor | sebagai norma yang dikaji
Menurut 4 Tahun 2016 tentang | melalui analisis terhadap
Konsep Negara | Tabungan  Perumahan | peraturan perundang-
Kesejahteraan’ | Rakyat secara | undangan yang berlaku
preskriptif dan deduktif, | serta pemanfaatan
guna menilai | pendekatan  konseptual

" Muhammad Galih Sumambirat, “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat Menurut Konsep Negara Kesejahteraan,”

2025.
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kesesuaiannya dengan
prinsip perlindungan
hukum, keadilan sosial,
dan negara
kesejahteraan.
Hasilnya, Undang-
Undang Tapera secara
normatif mencerminkan
konsep negara
kesejahteraan ~ melalui
penyediaan pembiayaan
perumahan yang
berkelanjutan,
khususnya bagi
masyarakat
berpenghasilan rendah.
Namun, kewajiban iuran
dalam pelaksanaannya
menimbulkan keberatan
karena berpotensi
membebani pekerja,
sehingga diperlukan
evaluasi kebijakan agar
tujuan kesejahteraan
dapat tercapai secara
optimal.

untuk menelaah asas,
prinsip, dan  konsep
hukum yang relevan, serta
berada dalam kajian
Hukum Tata Negara yang
menyoroti peran negara
dalam mewujudkan
kesejahteraan dan
keadilan konstitusional.

Perbedaannya :

Terletak pada objek dan
fokus kajian, di mana
penelitian Tapera
menganalisis  Undang-
Undang Nomor 4 Tahun
2016 tentang Tabungan
Perumahan Rakyat
(Tapera) diposisikan
sebagai objek kajian
utama dalam kerangka
legislasi yang
merefleksikan konsep
negara kesejahteraan,
sedangkan penelitian ini
secara khusus diarahkan
untuk menelaah Putusan
Mahkamah Konstitusi

Nomor 96/PUU-
XX11/2024 dengan
menitikberatkan pada
penafsiran hukum
konstitusional dan akibat
hukumnya, serta

menggunakan pendekatan
kasus untuk mengkaji
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pertimbangan hukum

hakim.

2. | Politik Hukum | Penelitian ini | Persamaan:  Kesamaan
Undang- merupakan  penelitian | pokok antara keduanya
Undang Nomor | hukum normatif dengan | terletak pada objek kajian,
4 Tahun 2016 | pendekatan  peraturan | yakni sama-sama
Tentang perundang-undangan, menempatkan  putusan
Tabungan konseptual, dan kasus | Mahkamah Konstitusi
Perumahan untuk menelaah | sebagai instrumen sentral
Rakyat kewajiban DPR dan | dalam menjaga
Menurut Presiden dalam | konstitusionalitas

Konsep Negara | menindaklanjuti putusan | undang-undang sekaligus
Kesejahteraan | Mahkamah  Konstitusi | menjamin penghormatan,

Kewajiban Republik Indonesia | pemenuhan, dan
Pembentuk yang final dan mengikat, | perlindungan  terhadap
Undang- dalam kerangka | hak-hak warga negara
Undang Dalam | supremasi konstitusi. yang bersumber dari
Menindaklanju | Hasilnya menegaskan | konstitusi. Di samping
ti Putusan | bahwa pelaksanaan | itu, kedua penelitian
Mahkamah putusan Mahkamah | tersebut berada dalam
Konstitusi® Konstitusi adalah | ranah penelitian hukum
kewajiban normatif dan sama-sama
konstitusional menggunakan pendekatan
pembentuk undang- | konseptual serta
undang. Pengabaian | pendekatan kasus untuk
putusan tersebut dapat | menelaah makna serta
menimbulkan implikasi putusan
ketidakpastian hukum, | Mahkamah  Konstitusi
pelanggaran hak | dalam sistem  hukum
konstitusional ~ warga | nasional.
negara, serta | Perbedaan:
disharmonisasi terletak pada fokus dan

sudut pandang analisis.

8 Anjas Pangestu, “KEWAJIBAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG DALAM
MENINDAKLANJUTI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSIL” 2024, 160-80,
https://doi.org/10.28946/lex1.v6i2.3124.
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peraturan
undangan.

perundang-

Jurnal Anjas Pangestu
lebih menitikberatkan
pada kewajiban
pembentuk undang-
undang dan implikasi
ketidakpatuhan terhadap

putusan Mahkamah
Konstitusi, sehingga
orientasinya bersifat
Institusional dan

struktural. Sementara itu,
penelitian dengan judul

Penafsiran Hukum
Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor
96/PUU-XXI1/2025

tentang tabungan

perumahan rakyat secara
spesifik berfokus pada
bagaimana  Mahkamah
Konstitusi  menafsirkan
norma konstitusi dan
norma  undang-undang
dalam satu  putusan
tertentu, termasuk makna
inkonstitusionalitas,

konstitusional bersyarat,
atau perubahan tafsir
norma hukum. Dengan
demikian, penelitian
penafsiran hukum lebih
bersifat yuridis-dogmatis
dan menekankan analisis
ratio  decidendi  serta
implikasi normatif dari
penafsiran hakim
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konstitusi, sedangkan
jurnal  tersebut lebih
menyoroti aspek tindak
lanjut dan kepatuhan
lembaga pembentuk
undang-undang.

Hukum
Disparitas
Putusan
Mahkamah
Agung
Mahkamah
Konstitusi®

3. | Harmonisasi

Atas

Dan

Penelitian dalam jurnal
tersebut menggunakan
metode hukum normatif
dengan pendekatan
peraturan  perundang-
undangan dan
konseptual untuk
mengkaji kedudukan
serta daya ikat putusan
Mahkamah  Konstitusi
Republik Indonesia
dalam sistem hukum

nasional. Sumber hukum
yang digunakan meliputi
UUD 1945, peraturan
perundang-undangan,
putusan Mahkamah
Konstitusi, serta literatur
dan pendapat ahli, yang
dianalisis secara
kualitatif dengan
penalaran deduktif guna
memperoleh kesimpulan
normatif.
Hasil
menegaskan

penelitian
bahwa

Persamaan :

Apabila  dibandingkan
dengan judul “Penafsiran
Hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi
Nomor 96/PUU-
XX11/20257, terdapat
persamaan  substansial
dari segi objek kajian,
yakni sama-sama
menjadikan putusan
Mahkamah Konstitusi
sebagai pusat analisis
dalam rangka menjaga

konstitusionalitas norma
undang-undang dan
menjamin  perlindungan
hak konstitusional warga
negara. Keduanya juga
berada dalam kerangka
penelitian hukum
normatif dan sama-sama
menempatkan Mahkamah
Konstitusi sebagai the
guardian of the

® Walid Alvian “Harmonisasi Hukum atas Disparitas Putusan Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi”. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 8

(2025): 1-15.




14

putusan Mahkamah
Konstitusi bersifat final
dan mengikat sehingga
wajib dipatuhi seluruh

organ negara.
Pengabaian putusan
tersebut berpotensi
menimbulkan

ketidakpastian hukum,
melemahkan supremasi

konstitusi, serta
mengurangi

perlindungan hak
konstitusional warga
negara, sekaligus

memicu disharmonisasi
norma dan  konflik
kewenangan antar
lembaga negara.

constitution dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia.
Perbedaan : Perbedaan di
antara keduanya terletak
pada titik tekan dan
perspektif analisis yang
digunakan. Jurnal
tersebut lebih menyoroti
implikasi  yuridis serta
tanggung jawab
kelembagaan dalam
menindaklanjuti putusan
Mahkamah  Konstitusi,

sehingga orientasi
kajiannya cenderung
bersifat struktural dan
Institusional. Adapun
penelitian berjudul
Penafsiran Hukum
Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor
96/PUU-XXI1/2025

secara spesifik

memusatkan  perhatian
pada pola penafsiran yang
dilakukan Mahkamah
Konstitusi terhadap
norma konstitusi dan
norma  undang-undang
dalam satu  putusan
tertentu, termasuk kajian
atas ratio decidendi,
metode penafsiran hakim
konstitusi, serta
pergeseran makna norma
hukum sebagai akibat dari
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putusan tersebut. Dengan
demikian, penelitian
mengenai penafsiran
hukum memiliki karakter
yuridis-dogmatis  yang
lebih  mendalam pada
aspek argumentasi dan
konstruksi penafsiran
hakim, sementara jurnal

tersebut lebih berfokus
pada dampak dan
implementasi putusan
dalam praktik
ketatanegaraan.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penelitian
ini memiliki perbedaan dengan studi sebelumnya, khususnya pada objek dan
fokus pembahasan. Penelitian ini secara khusus menelaah penafsiran hukum
yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi serta implikasi yuridisnya
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XX11/2024 tentang
Tabungan Perumahan Rakyat. Sementara itu, penelitian terdahulu umumnya
lebih menitikberatkan pada aspek politik hukum dan kewajiban kelembagaan
dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, tanpa mengkaji secara
mendalam pola penafsiran hakim dan dampak perubahan makna norma
hukum yang dihasilkan.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yang
menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis melalui kajian
terhadap asas-asas hukum, prinsip-prinsip fundamental, serta doktrin-
doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.’® Melalui pendekatan
tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara mendalam
bagaimana Mahkamah Konstitusi membangun dan menerapkan interpretasi
hukum dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXI1/2024, sekaligus mengkaji

10 Buletin Bisnis et al., “Penelitian Doktrinal Dalam Hukum: Makna, Cakupan,
Dan Metodologi” 12, no. 4 (2023): 559-63.



16
konsekuensi yuridis yang ditimbulkan oleh penafsiran tersebut terhadap
aspek konstitusionalitas pengaturan Tabungan Perumahan Rakyat.
2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan tiga model pendekatan, yakni pendekatan
terhadap peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach).
Pendekatan peraturan perundang-undangan dimanfaatkan untuk mengkaji
secara mendalam norma-norma konstitusi dan ketentuan hukum dalam
peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengujian oleh
Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat dipahami kerangka normatif serta
kedudukan hukum norma yang diuji dalam sistem hukum nasional,*!
pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum
dengan menggunakan konsep, asas, dan doktrin hukum, terutama yang
berkaitan dengan teori penafsiran hukum dan penafsiran konstitusi,*?
Adapun pendekatan kasus diterapkan melalui penelaahan yang
komprehensif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-
XXI1/2024 dengan menitikberatkan pada analisis terhadap pertimbangan
hukum yang menjadi dasar pengambilan putusan. Kajian ini difokuskan pada
ratio decidendi yang dirumuskan oleh hakim konstitusi sebagai landasan
argumentatif dalam menafsirkan norma konstitusi dan norma undang-
undang, sehingga dapat dipahami secara utuh pola penalaran hukum serta
alasan yuridis yang melatarbelakangi lahirnya putusan tersebut.*®
3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif memiliki metode yang berbeda dengan
penelitian hukum empiris maupun penelitian dalam bidang ilmu sosial
lainnya, sehingga berimplikasi pada jenis bahan hukum yang digunakan.
Penelitian hukum normatif bertitik tolak dari konsep norma hukum. Oleh
karena itu, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif
meliputi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

11" Anindya Bidasari, “Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas
Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid)” 1, no. 2 (2021): 29-42.

12 Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum : Normatif &
Empiris (Yogyakarta, 2010).

13 Febrian Dirgantara et al., “Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan Akibat
Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek
Sengketa Tanah : Apakah Ada ?” 8, no. 30 (2020).
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a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang berasal
dari peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan resmi lembaga
negara, putusan badan peradilan, serta berbagai dokumen resmi negara,
Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang tabungan
Perumahan Rakyat;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 96/PUU-
XX11/2024.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder memiliki fungsi strategis sebagai sumber
pendukung yang memperluas penjelasan serta memperdalam
pemahaman terhadap bahan hukum primer. Jenis bahan hukum ini
mencakup antara lain rancangan peraturan perundang-undangan, buku
ajar termasuk literatur hukum berupa buku ajar, karya ilmiah yang
dipublikasikan dalam jurnal akademik maupun majalah ilmiah, serta
pemikiran, pendapat, dan kajian kritis dari para pakar hukum. Peter
Mahmud Marzuki menegaskan bahwa bahan hukum sekunder
mencakup seluruh hasil publikasi di bidang hukum yang tidak
dikategorikan sebagai dokumen resmi negara, seperti buku teks hukum,
kamus hukum, jurnal hukum, serta berbagai bentuk komentar, ulasan,
dan analisis terhadap putusan pengadilan. Dalam kerangka penelitian
ini, bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan meliputi beragam buku
rujukan, dokumen akademik, artikel jurnal ilmiah, dan sumber tertulis
lainnya yang secara spesifik mengkaji penafsiran hukum dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXI1/2024, sekaligus
membahas konsep, teori, dan asas-asas penafsiran hukum serta prinsip-
prinsip interpretasi hukum secara umum sebagai landasan analisis
yuridis.
4.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum sekunder memiliki peran sebagai sumber rujukan yang
memberikan uraian, penjelasan, serta pendalaman makna terhadap bahan
hukum primer. Jenis bahan hukum ini berfungsi memperkuat analisis



18
normatif dengan menghadirkan pemahaman konseptual dan teoritis, yang
antara lain berupa rancangan peraturan perundang-undangan, buku ajar
hukum, hasil penelitian atau kajian ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal
dan majalah akademik, serta pandangan dan pemikiran para ahli hukum.
Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa bahan hukum sekunder
mencakup seluruh publikasi di bidang hukum yang tidak tergolong sebagai
dokumen resmi negara, seperti buku teks hukum, kamus hukum, jurnal
hukum, serta berbagai bentuk telaah, ulasan, dan komentar terhadap putusan
pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan
mencakup berbagai literatur hukum berupa buku referensi, karya akademik,
artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, serta sumber-sumber tertulis
lainnya yang mengulas penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 96/PUU-XXI1/2024, termasuk kajian mengenai asas dan
metode penafsiran hukum secara umum. Selanjutnya, studi kepustakaan
difokuskan secara khusus untuk menelusuri, menginventarisasi, serta
menganalisis secara mendalam literatur yang secara spesifik membahas dan
mengkaji penafsiran hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
96/PUU-XXI1/2024.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan
analisis preskriptif, yaitu analisis yang tidak hanya menjelaskan norma
hukum dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, tetapi juga
memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya (das sollen)
berdasarkan prinsip konstitusi dan asas-asas hukum tata negara. Analisis
dilakukan dengan menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-
XXI1/2024 beserta peraturan perundang-undangan terkait, guna menilai
penafsiran hukum konstitusional yang digunakan Mahkamah Konstitusi
serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Selain itu, analisis juga diarahkan
untuk mengidentifikasi kesesuaian antara metode penafsiran yang digunakan
hakim dengan tujuan pembentukan norma serta nilai-nilai konstitusional
yang hendak dilindungi, sehingga dapat diketahui apakah pertimbangan
hukum yang dibangun telah mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian hukum secara seimbang. Melalui analisis preskriptif ini, penelitian
diharapkan mampu memberikan rekomendasi konseptual yang sesuai
dengan prinsip supremasi konstitusi dan kepastian hukum, sekaligus menjadi
bahan pertimbangan akademik dalam pengembangan praktik penafsiran
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hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada perkara-perkara pengujian undang-
undang di masa mendatang.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, yang
masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa subbagian guna memastikan
pembahasan tersaji secara teratur dan sistematis. Adapun susunan
sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN, Bab ini membahas rumusan masalah
pertama, yakni penafsiran hukum yang diterapkan yang dikeluarkan oleh
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 96/PUU-XX11/2024, dengan
mengkaji pertimbangan hukum serta metode penafsiran yang digunakan oleh
hakim konstitusi.

BAB Il LANDASAN TEORI DAN KONSEP, berisi teori mengenai
Teori Penafsiran Hukum Konstitusional

BAB Il HASIL DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1,
Pada bagian ini difokuskan pembahasan terhadap permasalahan pertama
yang telah dirumuskan dalam penelitian, yaitu mengenai bagaimana
Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran hukum dalam Putusan Nomor
96/PUU-XXI1/2024. Kajian ini dilakukan melalui analisis mendalam
terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim konstitusi,
sekaligus menelaah metode serta teknik penafsiran yang diterapkan dalam
membangun argumentasi hukum hingga menghasilkan amar putusan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2,
Bagian ini menjelaskan permasalahan penelitian kedua yang dirumuskan,
yaitu mengenai akibat dan implikasi hukum yang timbul dari penafsiran
hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor
96/PUU-XXI1/2024, beserta dampaknya terhadap tatanan negara dan
kejelasan hukum.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa MK dalam
Putusan Nomor 96/PUU-XX11/2024 pada dasarnya menggunakan penafsiran
holistik tematis-sistematis dalam membangun argumentasi hukumnya.
Mahkamah tidak menafsirkan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 17, Pasal 54, dan Pasal
72 UU Tapera secara terpisah, melainkan menempatkannya sebagai satu
kesatuan tema pengaturan yang membentuk sistem penyelenggaraan Tapera
secara utuh. Cara baca tersebut terlihat dari pertimbangan Mahkamah yang
menghubungkan hubungan fungsional antar norma, keterkaitannya dengan
hak konstitusional atas tempat tinggal yang layak, serta posisinya dalam
sistem hukum nasional. Penafsiran yang digunakan Mahkamah
memperlihatkan bahwa pengujian konstitusional tidak diarahkan hanya
kepada masing-masing pasal secara individual, tetapi kepada keseluruhan
desain regulasi Tapera sebagai satu sistem kebijakan yang saling berkaitan.
Melihat dari perspektif pengembangan hukum, pendekatan yang lebih ideal
untuk digunakan ialah penafsiran ekstensif teleologis, karena pendekatan
tersebut tidak hanya menempatkan keterpaduan sistem norma sebagai objek
pengujian, tetapi juga menjadikan tujuan pembentukan undang-undang
(ratio legis) sebagai pusat penilaian konstitusionalitas. Melalui penafsiran
ekstensif teleologis, hakim seharusnya tidak berhenti pada hubungan
sistematis antar norma, melainkan menguji apakah keseluruhan desain
Tapera benar-benar mampu mewujudkan tujuan penyediaan perumahan
yang layak secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara
kesejahteraan. Pendekatan tersebut memungkinkan pengujian yang lebih
mendalam terhadap hubungan antara kewajiban kepesertaan, mekanisme
penghimpunan dana, struktur kelembagaan, serta sistem sanksi dengan
manfaat nyata yang hendak diberikan kepada masyarakat. Penafsiran
tersebut akan menghasilkan putusan yang tidak hanya konsisten secara
sistem hukum, tetapi juga lebih responsif terhadap perlindungan hak
konstitusional warga negara serta perkembangan kebutuhan sosial-ekonomi
masyarakat.

Implikasi hukum dari penafsiran holistik tematis-sistematis yang
digunakan Mahkamah tidak mengakibatkan pembatalan keseluruhan
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pengaturan Tapera, melainkan menghasilkan perubahan makna
konstitusional terhadap norma yang diuji melalui putusan inkonstitusional
bersyarat. Akibat hukum tersebut memberikan kepastian mengenai cara
penerapan norma sesuai tafsir Mahkamah, memperkuat perlindungan
terhadap hak konstitusional warga negara, serta tetap mempertahankan
keberlakuan sistem Tapera sepanjang dimaknai sesuai dengan amar putusan.
Sementara itu, apabila Mahkamah menggunakan penafsiran ekstensif
teleologis, menurut penulis Mahkamah berpotensi memberikan
pertimbangan yang lebih komprehensif mengenai tujuan pembentukan
Tapera, proporsionalitas beban peserta, efektivitas kebijakan, dan
perlindungan hak konstitusional, sehingga dapat menjadi pedoman yang
lebih jelas bagi pembentuk undang-undang dalam menyempurnakan
pengaturan Tapera di masa mendatang.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis

memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Konstitusi, dalam menguji konstitusionalitas norma
yang berkaitan dengan hak sosial ekonomi, khususnya yang
berimplikasi langsung terhadap pemenuhan hak konstitusional
masyarakat, Mahkamah diharapkan tidak hanya menggunakan
penafsiran holistik tematis-sistematis untuk memahami keterkaitan
antarnorma dalam suatu sistem pengaturan, tetapi juga mengoptimalkan
penggunaan penafsiran ekstensif teleologis dalam menilai kesesuaian
antara tujuan pembentukan norma, proporsionalitas pembebanan
kewajiban, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan putusan yang
tidak hanya memberikan kepastian hukum melalui konsistensi sistem
norma, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan
hukum sesuai dengan prinsip negara hukum yang berorientasi pada
perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial.

2. Bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah, diperlukan evaluasi
terhadap pengaturan penyelenggaraan Program Tapera, khususnya
mengenai mekanisme kepesertaan, pembebanan simpanan, struktur
kelembagaan, serta sistem sanksi administratif agar lebih
mencerminkan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan partisipasi.
Perumusan kebijakan di masa mendatang seharusnya didasarkan pada
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kajian empiris mengenai kemampuan ekonomi pekerja, kondisi dunia
usaha, serta potensi tumpang tindih dengan program jaminan sosial
lainnya. Pelibatan unsur pekerja, pemberi kerja, dan pemangku
kepentingan lainnya dalam proses pembentukan maupun evaluasi
kebijakan perlu diperkuat sebagai bentuk penerapan prinsip meaningful
participation guna meningkatkan legitimasi, efektivitas, serta
keberterimaan sosial terhadap kebijakan pembiayaan perumahan
nasional.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki ruang untuk
dikembangkan melalui kajian yang lebih komprehensif mengenai
metode penafsiran hukum yang digunakan MK dalam perkara-perkara
pengujian undang-undang di bidang hak sosial ekonomi. Penelitian
berikutnya dapat memperluas objek kajian dengan melakukan analisis
komparatif terhadap berbagai putusan MK yang berkaitan dengan
kebijakan kesejahteraan (welfare policy), seperti jaminan sosial,
ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, maupun perumahan, sehingga
dapat diperoleh pola konsistensi penggunaan metode penafsiran oleh
Mahkamah. Penelitian lanjutan juga penting dilakukan untuk
mengembangkan parameter yang lebih jelas mengenai penerapan
penafsiran ekstensif teleologis dalam pengujian konstitusionalitas
undang-undang, terutama dalam menyeimbangkan nilai kepastian
hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum tanpa mengesampingkan
kedudukan MK sebagai negative legislator.
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